I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pesta demokrasi dalam suatu
negara yang menganut paham demokrasi. Pemilu menjadi sarana
pembelajaran dalam mempraktikkan cara berdemokrasi bagi rakyat. Pemilu
dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa dalam memilih
seorang pemimpin berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Pemilu di
Indonesia menganut asas “Luber® (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).
Memasuki era reformasi, berkembang juga asas "Jurdil” (Jujur dan Adil).
Berbeda dengan asas “Luber” yang ditujukan bagi pemilih, asas "Jurdil™ tidak
hanya mengikat kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga

penyelenggara pemilu.

Pemilu di Indonesia awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga
perwakilan (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Pemilihan
presiden dan wakil presiden (pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR,
akhirnya disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Kesepakatan itu
merupakan perwujudan dari amandemen keempat UUD 1945 pada tahun
2002. Pilpres yang dipilih langsung oleh rakyat diadakan pertama kali pada

pemilu tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,
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pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) juga
dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Sistem pemilihan langsung ini
akan memberi peluang warga untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya
secara lebih baik tanpa harus dipengaruhi oleh kepentingan “elit politik”
dalam sistem demokrasi perwakilan. Warga akan mendapatkan kesempatan
memperoleh pendidikan politik dan terlibat langsung dalam proses keputusan

politik melalui konsep demokrasi langsung ini.

Pemerintah bersama DPR membahas dan mengesahkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tindak
lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini,
diselenggarakannya pilkada langsung. Pilkada atau pemilukada (pemilihan
umum kepala daerah) pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 di
Kutai Kertanegara. Mantan Menteri Dalam Negeri, Ma’aruf berpendapat
bahwa:
“pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah.
Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh
pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam
pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan
tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi
masyarakat agar dapat diwujudkan.” (sumber: Artikel Kompas, 22
Februari 2005)
Pemilukada langsung merupakan perwujudan dari keberhasilan otonomi suatu
daerah. Keberhasilan tersebut dapat diketahui ketika pemimpin suatu daerah

dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat daerahnya. Tujuan ideal pemilukada langsung menurut Suharizal



(2011:41) antara lain terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki
kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik. Idealnya, kepala daerah
terpilih adalah orang-orang yang berkenan di hati rakyat, dikenal dan
mengenal daerah, serta memiliki ikatan emosional kuat terhadap rakyat

daerah.

Pemilukada langsung dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat
untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah.
Partisipasi politik menurut Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo
(2008:367) adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui
mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara
langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.
Partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada langsung saat ini dapat
terlihat dari berbagai kegiatan dan tindakan. Masyarakat pada umumnya akan
berpartisipasi dengan mengikuti kegiatan kampanye, diskusi politik,
bergabung dalam kelompok kepentingan, serta ikut dalam aktivitas pemberian

suara sebagai pemilih.

Semangat dilaksanakannya pemilukada langsung merupakan koreksi dari
sistem demokrasi tidak langsung atau lebih dikenal demokrasi perwakilan di
era sebelumnya. Demokrasi saat ini berakar langsung pada pilihan rakyat
(pemilih). Mengutip sepenggal kalimat dalam kata pengantar oleh Dieter Roth
dalam bukunya yang berjudul “Studi llmu Empiris: Sumber, Teori-Teori,
Instrumen, dan Metode” yang mengatakan bahwa perhatian pada pemilihan

dan perilaku pemilih dalam pemungutan suara meningkat sejalan dengan



keberhasilan demokrasi di Eropa dan negara barat lainnya sejak abad 19
hingga kini abad 21. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemilih
sangat berkaitan erat dan menjadi tolak ukur dalam pemilu/pemilukada agar

dapat mewujudkan keberhasilan demokrasi.

Perilaku pemilih (voting behavior) telah banyak dikaji oleh berbagai ahli.
Perilaku pemilih yang dikaji ini menggambarkan berbagai orientasi
masyarakat dalam menentukan pilihannya. Perilaku pemilih merupakan suatu
tindakan pemilih terkait pemilihan langsung yang dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yakni psikologis, sosiologis, dan rasional pemilih. Pengaruh faktor-
faktor tersebut tidak menutup kemungkinan seorang pemilih menunjukkan
perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput. Fenomena politik
dari golput ini merupakan salah satu bentuk dalam kehidupan berdemokrasi.
Adanya golput pun telah menjadi tolak ukur dari kualitas demokrasi sehingga

ada yang menyebut golput sebagai bentuk dari demokrasi radikal.

Golput di Indonesia sudah lama terjadi sejak pemilu tahun 1995, tetapi
bahasannya baru mengemuka sejak pemilu 1971. Arief Budiman dalam Arbi
Sanit (1992:46-47) menyatakan bahwa golput adalah sebuah identifikasi bagi
mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang
diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu
dengan menggunakan aparat negara dengan cara di luar batas aturan main
demokratis. Ketidakyakinan terhadap politik dan pemerintahan merupakan
penyebab lain masyarakat yang memilih golput. Masyarakat yang sama sekali

tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik disebut sebagai apati (apathy).



Masyarakat yang bersikap apatis adalah mereka yang tidak ikut pemilihan
karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik pada, atau kurang paham
mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk
memengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil (Miriam Budiardjo,

2008:370).

Tanggal 28 September 2011, pemilukada di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB)
Provinsi Lampung diselenggarakan secara bersamaan. Ketiga DOB tersebut
adalah Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan tahapan
pemilihan bersamaan ini disepakati tiga DOB setelah melakukan rapat
bersama di KPU Provinsi Lampung pada tanggal 28 Februari 2011 (sumber:
Artikel Tribun Lampung, 6 Maret 2011). Pemilukada ini merupakan pemilihan
kepala daerah secara langsung yang pertama kali dilaksanakan di daerah
pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pringsewu berdiri sendiri
menjadi kabupaten yang mandiri sejak disahkan pada tanggal 29 Oktober

2008.

Pemilukada Pringsewu 2011 masih menyisakan permasalahan terkait
fenomena politis. Fenomena ini terkait masyarakat sebagai pemilih dalam
pemilukada tersebut. Pemilukada Pringsewu secara garis besar menunjukkan
tingkat partisipasi politik yang masuk kategori tinggi, tetapi tingkat partisipasi
politik yang aktif dalam sistem politik selalu diikuti oleh partisipasi politik
yang pasif. Bentuk dari partisipasi politik yang golput dalam sistem politik
tidak termasuk ke dalam partisipasi politik aktif maupun pasif. Partisipasi

politik golput adalah pihak yang tidak melakukan partisipasi karena suatu



alasan dan tujuan yang jelas sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya
saat pemilihan. Kabupaten yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
sebesar 281.246 orang tersebut meninggalkan fakta berupa angka pemilih
yang golput. Data tersebut dapat dilihat secara lebih jelas dalam tabel berikut
ini:

Tabel 1. Daftar Perolehan Suara Di Kecamatan Gadingrejo Berdasarkan
Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu 2011

No. Nama Pasangan Perolehan Perolehan
Calon Bupati & Suara Akhir | Suara Akhir
Wakil Bupati di Kecamatan di Semua
Pringsewu 2011 Gadingrejo Kecamatan
1. Drs. Hi. Untung Subroto M.M.
dan 629 2.752
Drs. Hi. Purwantoro, S.T., M.M.
2. Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos.
dan 15.142 70.379

Subhan Efendi S.H.

3. Hi. Abdullah Fadli Auli, S.H.
dan 3.473 28.702

Hi. Tri Prawoto, M.M.

4. Sinung Gatot Wiryono, S.E.

dan 6.527 20.065

Hi. Mat Alfi Asha, S.H.

5. Hi. Sujadi
dan 13.022 75.581
Hi. Handitya Narapati, S.H.
Jumlah Suara Sah 38.793 198.019
Jumlah Suara Tidak Sah 899 3.455

Jumlah Suara Sah & Tidak Sah 39.606 201.474

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dihitung besar jumlah pemilih yang tidak
menggunakan hak suaranya atau golput baik dari keseluruhan masyarakat
Kabupaten Pringsewu maupun secara khusus dari masyarakat di Kecamatan
Gadingrejo. Secara keseluruhan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di

Kabupaten Pringsewu berjumlah 281.246 orang dan jumlah masyarakat yang



menggunakan hak pilihnya berjumlah 201.474 orang. Persentase masyarakat
yang golput dalam pemilukada Pringsewu 2011 yaitu 28,36% atau berjumlah
79.772 orang. Secara khusus di Kecamatan Gadingrejo, jumlah DPT sebesar
51.374 orang dan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebesar
39.606 orang. Persentase masyarakat yang golput sebesar 22,91% atau

berjumlah 11.768 orang.

Persentase golput dalam lingkup Kecamatan Gadingrejo memang lebih rendah
dibandingkan persentase golput secara keseluruhan dalam lingkup kabupaten.
Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Pringsewu, jumlah golput sebesar
22,91% itu disumbangkan oleh salah satu pekon, yakni Pekon Kediri. Data
yang lebih terperinci dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Data Pemilih Kecamatan Gadingrejo Pada
Pemilukada Pringsewu 2011

No. | Nama Pekon Daftar | DPT DPT DPT DPT
Pemi- Berjenis | Berjenis | Meng- | Tidak
lih Kelamin | Kelamin | guna- Menggu-
Tetap Laki- Perempu- | kan nakan
(DPT) Laki an Hak Hak

Pilih Pilih

1 Blitarejo 1.949 1.005 944 1.601 348

2 Bulukarto 2.657 1.355 1.302 2.053 604

3 Bulurejo 2.052 1.082 970 1.612 440

4 Gadingrejo 7.512 3.871 3.641 6.025 1.487

5 Kediri 1.558 810 748 1.111 447

6 Mataram 3.105 1.587 1.518 2.607 498

7 Panjerejo 1.550 797 753 1114 436

8 Parerejo 3.130 1.611 1.519 2.314 816

9 Tambahrejo 4.189 2.145 2.044 3.028 1.161

10 | Tegal Sari 3.160 1.618 1.542 2.812 348

11 | Tulung Agung | 3.051 1.541 1.510 2.442 609

12 | Wates 4.282 2.223 2.059 2.017 2.265

13 | Wonodadi 7.613 3.989 3.624 6.592 1.021

14 | Wonosari 2.081 1.100 981 1.510 571

15 | Yogyakarta 3.485 1.831 1.654 2.744 741
51.374 | 26.565 24.809 39.582 | 11.792

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu



Berdasarkan perincian Tabel 2 di atas, warga Pekon Kediri yang
menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.111 orang dari jumlah DPT sebesar
1.558 orang. Warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput
berjumlah 447 orang atau sebesar 28,69%. Jumlah warga yang golput di
Pekon Kediri ternyata hampir sama dengan jumlah golput di tingkat
Kabupaten Pringsewu secara keseluruhan. Fakta ini mampu mengalahkan
perolehan angka golput terbesar sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.
Pemilu 2004 menjadi perolehan angka golput terbesar sepanjang sepuluh kali

pemilu di Indonesia, yakni sebesar 23,34%.

Apabila melihat kembali pemilihan umum langsung sebelumnya pada
pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pilleg) tahun 2009 yang
lalu, Pekon Kediri memiliki angka golput yang lebih rendah. Pemilihan
presiden, angka golput di Pekon Kediri hanya sebesar 21,40% dan angka
golput pada pemilihan legislatif sebesar 23,79%. Perincian besaran angka
golput tersebut dapat dilihat dari tabel di bawabh ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Data Pemilih Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo
Pada Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Legislatif Tahun 2009

No. | Pemilihan | Daftar | DPT DPT DPT DPT Persen-
Umum Pemi- | Berjenis | Berjenis | Meng- | Tidak | tase (%)
Langsung | lih Kelamin | Kelamin | guna- | Meng- | Gol-

Tetap | Laki- Perem- kan guna- | put
(DPT) | Laki puan Hak kan
Pilih Hak
Pilih
1 Presiden 1.462 769 693 1.149 313 21,40 %
2 DPR RI 1.463 671 792 1.115 348 23,79 %
3 DPD 1.463 671 792 1.115 348 23,79 %
4 DPRD 1.463 671 792 1.115 348 23,79 %
Provinsi
5 DPRD 1.463 671 792 1.115 348 23,79 %
Kabupaten

Sumber: PPK Gadingrejo 2009



Perilaku tidak memilih di Pekon Kediri berdasarkan data-data di atas
menunjukkan grafik peningkatan dari pilleg dan pilpres sebelumnya.
Peningkatan angka perilaku tidak memilih dari pilleg 2009 ke pemilukada
Pringsewu 2011 kurang lebih mencapai 5%. Fenomena meningkatnya angka
golput ini tidak menutup kemungkinan akan meningkat lagi pada pemilihan
langsung yang akan datang. Peningkatan angka golput ini menarik untuk
diteliti karena fenomena dari golput itu sendiri sukar untuk dimengerti apa
yang menjadi alasan dan tujuan dari seorang pemilih menjadi golput. Berbagai
kasus golput yang terjadi di negara demokrasi khususnya di Indonesia
memiliki latar belakang yang berbeda-beda sesuai karakteristik dari pelaku

golput itu sendiri.

Penelitian ini hampir sejalan dengan pemikiran dalam skripsi Didan
Budiyawan (mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan
2004) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertimbangan
Mahasiswa Sebagai Pemilih untuk Menjadi Golongan Putih (Golput)”. Skripsi
tersebut memfokuskan penelitiannya pada fenomena pilkada Jawa Tengah
tahun 2008. Kekuatan politik di Jawa Tengah sesungguhnya dikuasai oleh
kekuatan politik beraliran nasionalis. Menurut Didan, angka golput sangat
dominan dalam pilkada tersebut dan merupakan golput terbesar dibandingkan
dengan pilkada di daerah lainnya. Didan beranggapan golput sangat menarik
untuk diteliti dan juga ingin mengetahui alasan dibalik langkah memilih
golput tersebut terutama kaum muda yang memegang suara terbanyak dalam
pemilu. Penelitian Didan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang

menyebabkan mahasiswa memilih golput. Analisis penelitiannya berdasarkan
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berbagai faktor pertimbangan yang menyebabkan mahasiswa menjadi golput,
diantaranya faktor teknis, faktor pribadi, faktor pragmatis, faktor politis, faktor

patron politis, dan faktor ideologis.

Hasil analisis dalam penelitian Didan tersebut menyimpulkan faktor pragmatis
menjadi alasan utama mahasiswa menjadi golput. Alasan lain mahasiswa
memilih golput secara berurutan terkait faktor teknis, faktor pribadi, faktor
politis, faktor ideologis, dan faktor patron politis menduduki urutan paling
bawah. Didan beranggapan bahwa golput menjadi pekerjaan rumah bagi partai
politik dengan pertimbangan adanya perubahan sikap politik yang cukup besar
khususnya kaum pemuda. Golput merupakan cerminan dari apatisme politik
masyarakat, maka partai politik dan KPU serta penyelenggara pemilu harus
bercermin dari fenomena yang ada dan segera berbenah diri. Kesimpulan dan
saran terkait penelitian Didan menyiratkan golput terbentuk karena keterkaitan
dengan adanya pengaruh-pengaruh dari keadaan politis yang terjadi
sebelumnya. Golput secara tidak langsung dipengaruhi penilaian dari perilaku
pemilih yang meliputi, orientasi agama, kelas sosial, kepemimpinan, orientasi
isu, orientasi kandidat, dan lain sebagainya. Perilaku pemilih tersebut
terbentuk dari pendekatan sosiologis, pendekatan rasional, dan pendekatan

psikologis.

Golput juga dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti yang tertulis
dalam buku Efriza yang berjudul “Political Explore: Sebuah Kajian llmu
Politik”. Berdasarkan hasil tulisan Muhammad Asfar dalam “Presiden

Golput”, Efriza menyimpulkan ada empat faktor penyebab golput yakni faktor



11

psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor
latarbelakang status sosial-ekonomi. Pertama, faktor psikologis berkaitan
dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku
golput berkaitan dengan kepribadian seseorang serta orientasi yang terbentuk
berdasarkan penilaian dari identifikasi ketokohan ataupun kepartaian secara
emosional pribadi. Kedua, faktor sistem politik yang berkaitan dengan sistem
politik khususnya sistem pemilu secara langsung. Pemilih melakukan protes
terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan
dan implementasi dari pemerintah. Ketiga, faktor kepercayaan politik sebagai
ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai
suatu ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena ini muncul
karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat
ataupun partai. Keempat, faktor latarbelakang status sosial-ekonomi yang
terdiri dari tiga penilaian, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan
tingkat pendapatan yang berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih di

tempat pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Pekon Kediri, Bapak
Sugiyanto, beliau menyatakan bahwa warga Pekon Kediri yang tidak
menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh berbagai alasan. Alasan-alasan
tersebut, yaitu adanya kejenuhan politik akibat banyaknya pemilihan, tidak
puas terhadap kegiatan atau aktivitas politik, ketidakpercayaan warga pada
janji politik partai maupun kandidat, ketidakyakinan warga terhadap
perubahan hidup, ketidakyakinan warga dengan Kkapasitas kandidat,

kesibukkan warga dalam bekerja saat pemilihan, dan lain sebagainya (sumber:
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pariset pada 17 April 2012). Alasan yang dipaparkan tersebut berkaitan
dengan empat faktor penyebab golput dalam buku Efriza, yakni faktor
psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor

latarbelakang status sosial-ekonomi.

Alasan warga yang merasakan jenuh terhadap banyaknya pemilihan dan tidak
puas dengan aktivitas politik berkaitan dengan faktor psikologis, selanjutnya
ketidakyakinan warga terhadap pemilu/pemilukada yang akan memberikan
perubahan hidup tersebut berkaitan dengan faktor sistem politik. Faktor
kepercayaan politik dapat dikaitkan dengan alasan warga yang tidak yakin
terhadap janji partai maupun kandidat, sedangkan faktor sosial-ekonomi dapat
dikaitkan dengan alasan warga yang sibuk bekerja karena merasakan
penghasilan hidup mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup
seharinya. Alasan tersebut hanya sebagian dari penyebab masyarakat Pekon
Kediri memilih golput. Oleh karena itu, peneliti tertarik mencari tahu tujuan
dan alasan yang mendalam terkait faktor apa yang menyebabkan masyarakat

Pekon Kediri menjadi golput dalam pemilukada Pringsewu 2011.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor psikologis, faktor sistem politik,
faktor kepercayaan politik, dan faktor sosial-ekonomi menyebabkan perilaku
tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada Kabupaten

Pringsewu 2011?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor
kepercayaan politik, dan faktor sosial-ekonomi menyebabkan perilaku tidak
memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu

2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan
pengetahuan pembaca mengenai ilmu politik khususnya terkait teori yang
berkenaan dengan perilaku tidak memilih atau golput dalam pemilu di
Indonesia.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan
mengenai penyebab perilaku tidak memilih (golput) masyarakat Pekon
Kediri dalam Pemilukada Pringsewu 2011. Penelitian ini juga bermanfaat
bagi pihak yang terkait, yaitu KPU Kabupaten Pringsewu, partai politik,
dan kandidat periode mendatang agar mencari solusi terkait perilaku tidak
memilih (golput) masyarakat Pekon Kediri sehingga tidak meningkat

kembali jumlahnya pada pemilihan umum mendatang.



